BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1

Upaya yang telah ditempuh pemerintah dalam merumuskan dan
menghidupkan pasal penghinaan ini mulai dar1 pernah dinyatakan
inkonstitusional oleh MK pada tahun 2006 sampai dengan proses
disahkannya dalam KUHP 2023. Mengisyaratkan bahwa sebagai
personifikasi Bangsa Indonesia sangat penting untuk dikriminalisirnya
ketentuan in1. Pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan pasal
in1 dengan landasan bahwa prinsip primus interpares yang melekat
paada presiden dan wakil presiden karena status mereka mengabdi dan
menjalankan pemerintahan. Tujuan utamanya ketentuan ini 1alah untuk
melindungi kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil
presiden sebagai simbol negara

Secara garis besar sampai sekarang tidak dapat dibuktikan bahwa pasal
penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di peruntunkan untuk
membungkam hak kebebasan berpendapat dineger1 ini. Karena negara
telah menjamin hak kebebasan berpendapat melalui konstitusi. Sebagai
warga negara yang kritis terhadap kebijakan pemrintah, hendaklah
mengetahui kualifikasi antara kritik dan penghinaan. D1 negara hukum
in1 tidak ada yang namanya kebebasan yang sebebas bebasnya,
semuanya ada batasannya. Menyampaikan kritik adalah hak bagi setiap
warga negara namun sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal, agar

tujuan dan maksudnya tersampaikan dan diterima dengan baik.
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B. Saran

Agar penyusunan undang-undang untuk kedepannya perlu
mempertimbangkan  penyempurnaan ketentuan dan penambahan
klarifikasi, sosialisa1 kepada masyarakat serta edukasi sebelum merancang
atau mengukuhkan suatu aturan agar terciptanya kepastian hukum dan
menghindari1 kesalah pahaman dar1 masyarakat. Serta mempertimbangkan
dengan bijaksana antara kepentingan dan akibat dari lahirnya suatu aturan
itu, hal 11 dilakukan untuk menghindari terjadinya kontlik sosial sebagai
akibat dari1 lahirnya ketentuan tersebut.

Dalam membuat suatu aturan atau ketentuan hendaklah
dilaksanakan dengan pemahaman penuh dari seluruh aparat penegak
hukum, termasuk pengacara, polisi, jaksa, dan hakim, untuk mencegah
hukuman yang tidak sesuai dengan maksud kode etik. Penulis berharap
ketentuan mengenai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat
presiden dan wakil presiden ini, tidak disalahgunakan di masa yang akan

datang.
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